
BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: 26 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipü Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan PeraturanBupati Tanggamus tentang Kode Etik dan KodePerilaku Aparatur Sipil Negara di LingkunganPemerintab Kabupaten Tanggamus

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II TulangBawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor:;J^mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3367);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PegawaiJJegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2341;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemenntah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
5. Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 2004 tentangPembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor142, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4450);



Menetapkan

6.

7.

8.

9.
(Lembaran Negara

6.

7.

2.

3.
4.

5.

11 Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
nXnh (Tambahan LembaranDaerah Kabupaten Tanggamus Nomor 47).

MEMUTUSKAN:
: kode etik dan kodeAPARATUR SIPIL NEGARA Dl LINGKTTNCamPEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bupati adalah Bupati Tanggamus.

dl^PRD UnSUr Pembantu kepala daerahAnarata'sM^ penyelen88ara<“ Urusan Pemerintahan.

ke,ja yang bekeiia pada

PeZÏ llTX f Negara’ yang disebuttS2?a Pesawai negen sipil dan pegawaiStet ^nb 8? pei:|anJlan kerJa y“g diangkat oleh^bma kePegawaian dan diserahi tugas dalamsuatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negaralamnya dan digaji berdasarkan ^ratuSperundangundangan;
Negeri Sipil’ yan§ selanjutnya disingkat PNStertotuX^ yan« memenuhi ayarat

n H 1- ’ sebagai Pegawai secara tetap oleh
pemerintahan"3 kepegawaian untuk menduduki jabatan

palam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:1• Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
adaIah Pemerintah Kabupaten

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 890);Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiphn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5135);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 114’ Tambahan Lembaran NegaraRepubhk Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6037);

1°. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangembmaan dan Pengawasan Penyelenggara PemerintahDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 3);



8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keija, yang
selanjutnya disebut PPPK, adalah warga negara Indonesiayang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan peijanjian kerja untuk jangka waktutertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan;

9. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman yang berisinorma atau etika yang mengatur sikap, tingkah laku dan
perbuatan Pegawai di dalam melaksanakan tugas danpergaulan hidup sehari-hari;

10. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Kode Perilaku adalahlembaga non struktural di lingkungan PemerintahKabupaten Tanggamus yang bertugas melakukan
penegakan, pelaksanaan, serta menyelesaikan
pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;

11. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atauperbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan KodeEtik dan Kode Perilaku;
12. Tindakan Administrasi adalah tindakan yang diberikankepada Pegawai sebagai akibat dari pelanggaran terhadapketentuan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara;13. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganharus memberitahukan kepada pejabat yang berwenangtentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaranKode Etik dan Kode Perilaku;
14. Terlapor adalah Pegawai yang diduga melakukanpelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;15. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keteranganguna kepentingan pemeriksaan tentang suatupelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang ia dengarsendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.16. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat PembinaKepegawaian, Pejabat yang berwenang menghukum atauPejabat lam yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku dimaksudkan sebagai pedoman
PegaWai ?SN di Dungan Pemerintah

dalam bersikaP’ bertingkah laku danbei buat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, bertujuan untuk:
a. menjaga martabat dan kehormatan ASN;b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugasmaupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasiberbangsa dan bernegara;



yang

g.

h.

j.

(1)

' (2)

n.
o.

kualitas keija dan perilaku

citra Pemerintah Kabupaten

k.
1.
m.

e. meningkatkan etos keija,
profesional; dan

f. menjaga nama baik atau
Tanggamus.

d. menciptakan suasana dan lingkungan keriaharmonis dan kondusif;

da"

^«akan dan
memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap,Sn’"113'' ‘d”"®*- berdaya guna, berhasil guna, dan
mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi-menghargai komunikasi, konsultasi, dan keija sama-PegawaLA^^” pencapaian dan mendorong kmerja
mendorong kesetaraan dalam pekeijaan; dan

efektivitas sistem pemerintahan yangdemokratis sebagai perangkat sistem karier. 8

BAB IV
ETIKA ASN

Pasal 5

ASN daiam melaksanakan tugas dan
berpedoman da" mematuhiPemtur^BupaX dia“" dalam

idan Kode Perüaku sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) meliputi:

XermXn; da“ P-yelenggaraan
b. etika dalam berorganisasi;
c. etika dalam bermasyarakat;
d. etika dalam pelayanan terhadap masyarakat;e. etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor;i. etika terhadap sesama Pegawai ASN; dang. etika terhadap diri sendiri.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 4

Nilai-nilai dasar Kode Etik dan Kode Perilaku meliputi •a. memegang teguh ideologi Pancasila;
b. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar NegaraRepubhk Indonesia Tabun 1945 serta pemerintahan yang
C. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak-e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

• menciptakan lingkungan keija yang nondiskriminatif;
“

luhur
dan menjunjun2 tin8gi standar etika yang



Pasal 6

Etika dalam bemegara dan penyelenggaraan pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a,
meliputi:
a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
C. ïnénjadi pérekat dan pemersatU bangsa dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia;
d. menaati semua ketentuan peraturan perundangundangan

dalam melaksanakan tugas;
e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu

dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program
pemerintah;

g. menggunakan atau memanfaatkan sumber daya negara
secara efisien dan efektif;

h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang
tidak benar; dan

i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan
menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5ayat (2) huruf b meliputi:
a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang;
d. membangun etos keija untuk meningkatkan kinerja

organisasi;
e. menjalin keijasama secara kooperatif dengan unit keija

lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dansasaran keija Pegawai ASN;
h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif

dalam rangka peningkatan kineija organsiasi;
i. berorientasi pada upaya peningkatan penilaian prestasi

kerja;
j. bersikap rasional dan berkeadilan, obyektif, sertatransparan dalam menjalankan tugas sesuai dengan sifat

pekeijaan;
k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung

jawab; dan
1. menjaga nama baik organisasi dan tidak melakukanperbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan

citra organisasi.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:



a. mewujudkan pola hidup sederhana;
b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan

santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan

adil serta tidak diskriminatif;
d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan

masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan

atau menurunkan harkat dan martabat Pegawai ASN.

Pasal 9

Etika dalam pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat

sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta
tidak diskriminatif;

b. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas
kepentingan pribadi atau golongan;

c. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
d. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas; dan
f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan Han

pengawasan masyarakat.

Pasal 10

Etika dalam berkoordinasi dengan lintas sektor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi; dan
b. menjaga kehormataan dan kewibawaan profesi.

Pasal 11

Etika terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. menghormati sesama Aparatur Sipil Negara yang memelukagama dan kepercayaan yang berbeda;
b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Aparatur

Sipil Negara;
c. menghormati teman sejawat baik secara vertikal maupun

horizontal dalam suatu unit keija, instansi maupun antar
instansi;

d. menghargai perbedaan pendapat;
e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil

Negara;
f. menjaga dan menjalin kerjasama dengan sesama Aparatur

Sipil Negara; dan
g. mewujudkan solidantas dan soliditas semua Aparatur

Sipil Negara dengan berhimpun dalam satu wadah Korps
Pegawai Republik Indonesia untuk mempeijuangkan
hakhaknya.



Pasal 12

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang

tidak benar;
b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
c. menghindan konflik kepentingan pribadi, kelompok

maupun gölongan;
d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan;
e. memiliki daya juang yang tinggi;
f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan;
i. tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme:

dan
j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi dan peijudian.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 13

(1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaranKode Etik dan Kode Perilaku dibentuk Majelis Kode Etikdan Kode Perilaku yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. mejelis Kode Etik dan Kode Perilaku PemerintahKabupaten; dan
b. majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat

Daerah.
(3) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku PemerintahKabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aditetapkan oleh Bupati.

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Perangkat Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkanoleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing(5) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung,unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabatlam yang ditunjuk.
(6) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat ad hoe.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotaan

Pasal 14

(!) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan KodePerilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;



b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; danc. 3 (tiga) orang sebagai anggota.
(2) Dalam hal_ anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

lebih dan 5 (lima) orang maka jumlahnya harus ganjil.(3) Pangkat dan jabatan anggota Majelis Kode Etik dan KodePerilaku tidak lebih rendah dari jabatan dan pangkat
Pegawai ASN yang diperiksa.

Bagian Ketiga
Tugas Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 15

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku mempunyai tugas:a. menerima dan melakukan evaluasi terhadap laporan yangditerima secara tertulis dari pelapor;
b. melakukan sidang pelanggaran Kode Etik dan KodePerilaku yang dilakukan Pegawai ASN dan pejabatstruktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten;c. menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan KodePerilaku setelah mempertimbangkan sanksi, alat buktilainnya dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;
d. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dapat memintaketerangan dari pihak lain untuk memperkuat alat bukti;e. membuat rekomendasi pemberian sanksi dan tindakanadministratif kepada Pejabat yang berwenang;f. menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik danKode Perilaku kepada Pejabat yang berwenang; dang. melakukan supervisi pelaksanaan sidang Majelis KodeEtik dan Kode Perilaku di lingkungan PemerintahKabupaten.

BAB VI
MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
Penanganan Laporan

Pasal 16

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaanpelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh PegawaiASN dapat melaporkan kepada Pimpinan unit keija.(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditindaklanjuti apabila disertai dengan bukti yangdiperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dariPelapor.
Jerhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku melakukanpemenksaan pendahuluan.

(4) Dalam hal hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatanTerlapor melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku makaMajelis Kode Etik dan Kode Perilaku akan melaksanakan



Bagian Kedua
Pemanggilan

Pasal 14

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etikdan Kode Perilaku untuk dilakukan sidang.
Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggangwaktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilankedua selama 7 (tujuh) hari keija.
Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini.

Pasal 18

Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 dan Terlapor tetap tidak hadirMajelis Kode Etik dan Kode Perilaku melaksanakansidang tanpa kehadiran terlapor.
Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangkawaktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari keija sejakditenmanya laporan adanya dugaan pelanggaran KodeEtik.
Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksudpada ayat (2) Majelis Kode Etik dan Kode Perilakumenerapkan prinsip praduga tak bersalah

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 19

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidangTp^UP hrn^a dapat diketahui dan dihadiri olehTerlapor dan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 20
( ) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 wajib menjawab setiap pertanyaan yangdiajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis KodeEtik dan Kode Perilaku.
(2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak bersediamenjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaanpelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yangdilakukannya. J s

Pasal 21

(1) Hasü pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal20 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yangditandatangam oleh Anggota Majelis Kode Etik dan KodePerilaku serta Terlapor.



(2) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani
Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota
Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dengan diberikan
catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.

(3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
mérupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keempat
Putusan

Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 20, Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
memberikan putusan, berupa:
a. terbukti; ataü
b. tidak terbukti, melakukan pelanggaran Kode Etik danKode Perilaku.

(2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaranKode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, Majelis Kode Etik dan KodePerilaku menetapkan sanksi.
(3) Dalam hal Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidakbersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atauPasal 21 ayat (2), Majelis Kode Etik dan Kode Perilakutetap memberikan putusan sidang.
(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dicantumkan dalam Putusan Sidang Majelis Kode Etikdan Kode Perilaku.
{5) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilakusebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.(o) Putusan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilakusebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan

sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untukmembuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 23

Dalami hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaranKode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (1) huruf b, Majelis Kode Etik dan Kode Perilakumenetapkan rehabilitasi nama baik terlapor.

Pasal 24

(1) Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidaksetuju terhadap putusan sidang sebagaimana dimaksud
sMang

PaS^ tetaP menandatangani keputusan
(2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud padaayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Sidang.



Pasal 25
(1) Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku merekomendasikan

sanksi moral kepada pejabat yang berwenang apabila
terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam
pelanggaran disiplin Pegawai ASN.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari keija setelah
putusan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 26
(1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan

Kode Perilaku dijatuhi sanksi moral.
(2) Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. pelanggaran ringan, jika pelanggaran Kode Etik dan

Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada unit
keija;

b. pelanggaran sedang, jika pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada
Pemerintah Kabupaten; dan/atauc. pelanggaran berat, jika pelanggaran Kode Etik dan
Kode Perilaku yang dilakukan berdampak pada
Negara.

(3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud padaayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenangberdasarkan putusan Sidang Majelis Kode Etik dan KodePerilaku.
(4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moralsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) adalah-a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang

menduduki jabatan fungsional umum dan calonPegawai ASN yang di Lingkungannya;
b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yangmenduduki jabatan struktural eselon IV diLingkungannya;
c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yangmenduduki jabatan struktural eselon III dan pejabatfungsional tértentü di Lingkungannya;
d. Bupati, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural eselon II di Lingkungannya.
Pasal 27

(1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 disampaikan kepada Pegawai ASN yangbersangkutan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenyampaian.
(2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menggunakan formatsebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terisahkan dari PeraturanBupati ini.



Pasal 28
(1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf
dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode
Etik dan Kode Perilaku.

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan
derajat pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang
dilakukan.

(3) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang
ditentukan oleh Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
serta dicantumkan dalam rekomendasi.

(4) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan
secara tertutup dihadapan pejabat yang berwenang.

(5) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat
dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.

{6) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan
secara terbuka.

Pasal 29

Tata cara penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksuddalam pasal 28 ayat (5) meliputi:
a. disampaikan pada unit keija; dan/ataub. disampaikan dengan diumumkan dalam suatu forum

resmi seperti Upacara Bendera.

Pasal 30

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moralsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi:a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai ASN yang
menduduki jabatan fungsional umum dan calon Pegawai
ASN yang dilingkungannya;

b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural eselon IV dilingkungannyac. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabatfungsional tertentu dilingkungannya; dan/ataud. Bupati, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural eselon II.

BAB VII
REHABILITASI

Pasal 31

(1) ASN yang dilaporkan melanggar Kode Etik dan KodePerilaku setelah sidang Majelis Kode Etik dan Kode
Perilaku diputuskan tidak terbukti melakukanpelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.

(2) Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Majelis KodeEtik dan Kode Perilaku.



BAB VIII
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orangmengetahuinya, memermtahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 JUNI 2018

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

ZAINAL ABIDIN
Diundangkan di Kota Agung
Pada tanggal 26 JUNI 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

ANDI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018 NOMOR



Lampiran I : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

LAPORAN/ PENGADUAN LISAN
Nomor :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama ;

NIP
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Unit Keija :
IDENTITAS TERLAPOR :
Nama :
NIP .
Pangkat/ Golongan :
Jabatan
Unit Keija ;

Nama, Alamat Saksi :
1
2
Isi Laporan

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamya di

Pegawai Penerima Laporan
Kota Agung,

Pelapor

Pj. BUEATI TANGGAMUS

ZAINAL ABIDIN



Lampiran II : Peraturan Bupati Tanggarrms
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

LAPORAN/ PENGADUAN TERTULIS
NOMOR :

IDENTITAS PELAPOR :
Nama :
NIP :
Pangkat/ Golongan
Jabatan :
Unit Keija ;

IDENTITAS TERLAPOR :
Nama ;

NIP :
Pangkat/ Golongan
Jabatan
Unit Keija
Nama, Alamat Saksi :

2
3
Isi Laporan :

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenamya di
Kota Agung,

Pelapor

Pj. BUPATI TANGG^MUS,

NAL ABIDIN



Lampiran III : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

KOP SURAT

SURAT PEMANGGILAN
NOMOR :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
N a m a
NIP. ;
Pangkat/Golongan :
Jabatan
Unit Keija ;
Untuk menghadap kepada :
N a m a ;
NIP. :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Keija ;
pada :
H a r i :
Tanggal ;
Jam ;
Tempat ;
Untuk diperiksa/ dimintai keterangan sehubungan dengan dugaanpelanggaran kode etik berupa ë
Demikian untuk dilaksanakan.

Kota Agung,
(Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat
Perangkat Daerah)

Nama
NIP.

Tembusan:
1
2

Pj. BUPATI TAN^jAMUS,

#AINAL ABIDIN



Lampiran IV : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

(KOP SURAT / NOTA DINAS)

KT Kota Agung,Nomor :
Sifat : RAHASIA
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
Yth. (Bupati Tanggamus/Kepala Perangkat Daerah)

1. Rujukan :
Laporan/ pengaduan No

2.

3.

4.

Sehubungan dengan laporan/pengaduan tersebut di atas, kamiberpendapat bahwa Nama NIPPangkat/Gol Jabatan Unit
diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etikaan Kode Perilaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Nomor Tahun............ tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di
KabuPaten Tanggamus, diusulkan pembentukan

Kode Perilaku untuk melakukan pemeriksaan lebihlanjut terhadap pelanggaran dimaksud.
Demikian untuk menjadi periksa.

(Kepala Badan Kepegawaian
Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia/Pejabat
Struktural yang membidangi
Kepegawaian ditingkat
Perangkat Daerah)

Tembusan :
1

2



Lampiran V : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

KOP SURAT

KEPUTUSAN (BUPATI/ KEPALA PERANGKAT DAERAH)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
APARATUR SIPIL NEGARA Dl (LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN TANGGAMUS / PERANGKAT DAERAH) (BUPATI
TANGGAMUS/KEPALA PERANGKAT DAERAH),

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat ( )
Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang KodeEtik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus perlu
membentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun .... tentang ;

3. Dst.

Memperhatikan : 1. Laporan/pengaduan
2. Surat/ Nota Dinas Nomor Tanggal

perihal Usulan Pembentukan Majelis Kode
Etik dan Kode Perilaku;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Di(Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus /Perangkat Daerah), dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati
ini.

KEDUA : Tugas Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUadalah:
a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis

pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan

tindakan administratif kepada pejabat yang
berwenang; dan

c. menyampaikan putusan sidang Majelis kepada
Pejabat yang berwenang.

KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas Majelis sebagaimana dimaksudpada diktum KEDUA, Majelis berwenang untuk:
a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya

sebagai terlapor;



b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya
guna kepentingan pemeriksaan;

c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada
Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan
dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh terlapor;

d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidakterbukti melakukan pelanggaran; dane. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbuktimelakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;dan merekomendasikan sanksi moral dan tindakanadministratif.

KEEMPAT Majelis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmelaksanakan kewajiban tersebut dalam PasalPeraturan Bupati Tanggamus Nomor .... Tahun .... TentangKode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
Bupati /Kepala Perangkat Daerah,

Cap&TTD

Salinan disampaikan kepada Yth.:

2

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



Lampiran VI : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : "26TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKUAPARATUR SIPIL NEGARA DI (LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS/PERANGKAT DAERAH)

NO NAMA / NIP JABATAN
KEDUDUKAN

DALAM
MAJELIS

KETERANGAN
1 2 3 4 51 Ketua

Merangkap
Anffffnta2 Sekretaris

Merangkap
Anggota

3 Anggota
4 Anggota
5 Anggota

BUPATI TANGGAMUS/KEPALA
PERANGKAT DAERAH,

dto

NAMA

ZAINAL ABIDIN



LampiranVII : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal ; 25 JUNI 2018

KOP SURAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR :

Pada hari mi tanggal bülan tahun saya/Majelis *:
NIP -
Pangkat / Gol :
Jabatan : Ketua

2. Nama :
NIP ;
Pangkat / Gol :
Jabatan : Sekretaris

3. dst.
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah telahmelakukan pemeriksaan terhadap:

Nama ;
NIP ;
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadapketcmtuan Pasal . angka huruf .... Peraturan Bupati Tanggamus Nomor.... Tahun tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara dij-ngkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
1. Pertanyaan :

Jawaban ;
2. Pertanyaan ;

Jawaban : "

3. dst
Demikian Berita Acara
sebagaimana mestinya.
Yang diperiksa :
Nama ;
NIP ;
Tanda tangan :

Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku :
1. Nama

NIP
Jabatan :
Tanda tangan

2. Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan

3. dst

BUPATI TANGGAMUS,

Cap & ttd

Nama

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

IDIN



Menimbang

Mengingat

Membaca 1. tanggal mengenai

Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;2.

MEMUTUSKAN :

KEDUA

1.
2.
3.

Laporan/pengaduan nomor
pelanggaran atas nama

Menetapkan
KESATU : Terlapor :

Nama
NIP
Pangkat/ Gol
Jabatan
Unit Keija

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

KOP SURAT
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU(BUPATI TANGGAMUS /PERANGKAT DAERAH)

NOMOR TAHUN
TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS
ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA(PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS/ PERANGKAT DAERAH),

Undang-Undang Nomor Tahun tentang ;
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor TahunÏÏZ tentangKode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara diLmgkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal ayat (2)Peraturan Bupati Tanggamus Nomor Tahun .... tentang KodeEtik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di LingkunganPemerintah Kabupaten Tanggamus perlu membentuk Majelis KodeEtik dan Kode Penlaku;

Terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilakusebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Bupati Tanggamus
a I ••• • Tahun tentang Kode Etik dan Kode PerilakuAparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupatentanggamus.

: ^dasarkanp^^ sebagaimana dimaksud pada Diktumkeóaiu, maka rekomendasi :

KETIGA : Keputusan Bupati / Kepala Perangkat Daerah ini’ mulai berlakupada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua,

ABIDIN

Pj. BUPATI TANG MUS,



LampiranX : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun.... Majelis Kode Etik dan
Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara berdasarkan Keputusan
Nomor....tanggal masing - masing.
1. Nama :

NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Keija :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Keija :

3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Keija :

4. dst.
melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama :
NIP ;

Pangkat :

Jabatan :
Unit Keija :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
dan Kode Perilaku ketentuan
1. Pertanyaan :

Jawaban



2. Pertanyaan ;

Jawaban

3. dst.
Demikian Benta Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NIP ;

Tanda tangan :
Catatan :

Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku :
Ketua
Nama
NIP. ;

Tanda tangan :
Sekretaris
Nama ;

NIP. ;

Tanda tangan :
Anggota
1. Nama ;

NIP.
Tanda tangan :

2. Nama ;

NIP. ;

Tanda tangan :
3. dst

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

ZAINAL ABIDIN



LampiranXI : ^turan Byfati^
Tanggal : 25 JUNI 2018

PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

Kepada
Yth

Di
RAHASIA

REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik dan KodePerilaku sebagai berikut:

Pada hari ini tanggal Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telahmemeriksa Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat : " ’

Jabatan :
Unit Keija :
Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbuktimelakukan perbuatan yang melanggar ketentuan berupaBerdasarkan Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku pada haritanggal , Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku telahmemutuskan bahwa ASN yang bersangkutan untuk:1) dijatuhi sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup/terbukakarena melanggar ketentuan vaitn

2) dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturanperundang undangan.
2. Sebagai bahan dalam menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moralbersama mi kami Lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Aparatur SipilNegara/Perangkat Daerah yang bersangkutan.3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimanamestinya sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Tembusan Yth :
1
2

Kota Agung

Ketua
NAMA
NIP

Sekretaris
NAMA
NIP

ZAINAL ABIDIN



Lampiran XII : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

KEPUTUSAN
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Nomor tanggal
telah dibentuk Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Dan KodePerilaku yang dilakukan oleh Saudara NIP
jabatan unit keija ;

b. bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku
Saudara terbukti melakukan perbuatan

yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk ;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada 'huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan
penjatuhan sanksi moral kepada saudara yang berupa
pemyataan tertutup/terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipü Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun ;3. Peraturan Kepala BKN Nomor Tahun ;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama :
NIP ;
Pangkat :
Jabatan :
Unit Keija :
terbukti melanggar Kode Etik ASN dan /atau Kode Perilaku ASNsebagaimana ditentukan dalam Pasal berupa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA . Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutnn untukdiindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA
Tembusan : NIP
1
2 ”.”Z
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



Lampiran XIII : Peraturan Bupati Tanggamus
Nomor : 26 TAHUN 2018
Tanggal : 25 JUNI 2018

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORALBERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA
Pada hart ini tanggal bulan tahun saya :
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan ;

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang
penjatuhan sanksi moral berupa pemyataan secara Tertutup/Terbuka yang
telah dibacakan secara terbuka pada tanggal bulan tahun.

tempat dalam acara penjatuhan sanksi moral berupa
Pemyataan Secara Terbuka/tertutup kepada:
Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan
Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Yang menerima :
Nama
NIP
Tanda tangan
Yang menyerahkan

Nama
NIP
Tanda tangan

Pj. BUPATI TANGGAMUS,

ZAINAL ABIDIN


